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Abstract

Buresucraiic reform in Indoviesia has boon mplementag sinca 1993 Initialkly,
£ was a respon fo e tust orsiz n nfdonesiz. The focus of this paper Js 3
bursaucratic raform, because it the mos! mportant role In the national government.
Burcaucracy is viewed a5 an implemeaniziion of public policy which mus! beworked
profesionally, especially in the scluton of probiems in fhis counliy as sconamic
problems, poiitesl probioms, social problams and saceily problems.

The situation of socisly suggesls diramsad growt which uncenaln, someime if
i5 groes mpidly and sometimss not. For exampls. cormplion, colulion and nepetism
probierns calld trust cisis in indonssiz hspsming smee 1825 has not been solved
vet It has cousedpsapls foosl irust i Buregucrasy. The nEtion problem, hEve
made the sociely clam Jor burcsucratic refprm io improve e good govemance
and profesional performnace of the buresucrsls, foimprove procedurs and system,
i impose regulation, End fo gef decenlraiem I prival SCOiors.

[kata kurwi: Actormasl. Good Govemancs dan Profesignaisms Aparat]

Pendahuluan

Munculnva gagaszan mengenai Reformasi diswali dan adanya ketidak
puasan masyarakat ierhadap penyelengoarsan  psmerniahan yang
dilakukan cleh pemeriniah sendii. Jika mencsrmall penyslenggaraan
cemerntzhan sejak orde bams di bewsh kspemimpinan  Sochsarto
vang berakhir pada tahun 19898 sampai dengan kepemimpinan Susile
Bambang Yudoyono saat ini memang nampak adanya perubahan
yang cukup mendasar, lenmama dalam penanganan berhagal masalah
penyimpangan keuangan negara yang berdampak pada kerugian negara.
Bentuk penyimpangan yang berupa Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (KKN)
cliakui telah ierjadi ssmasa orde lams hingga sekarang ini, meskipun



telah ada lembaga yang menangani penvelesaian kasus KKN dangan
nama Komile Pemberantasan Korupsi (KPK), Upays penanganan KKM
terscbut sudah dilakukan semenjak orde baru, namun pelaksanzannya
belum membuahkan hasil yang memuaskan, meskipun telah ada lembaga
pengawas jalannya roda pemerintahan seperdi Inspeklorat Jendral dj
masing-masing  kemenirian yang berperan sebagai pengawas internal,
Badan Pengawas Keuangan (EPK) maupun Badan Pengawas Keuangan
Pembangunan (BPKP)] yang berindak selragal badan pengawas akstamal,
Kinera lembaga-lembaga tersebut dari masa orde baru sampai detigan
masa kepemimpinan Magawali belum mencapai tingkat efekljvitas yang
diharapkan oleh rakyat, sehingga muncul rasza ketidak pliasan rakyat
terhadap kinerja tersebut. Hal inilah yang kemudian muncul gagasan untuk
melakukan perubahan-perubahan yang dikenal dengan reformasi dalam
bidang pemerintahan.

Tujuan dari reformasi ini diarahkan pada perbaikan penyelengoarazn
pemerintahan  yang dianggap belum afektif  penyelenggarannya.
Membangun saistern baru untuk  melakukan DENYEMPUrnaan  sislem
pemerintahan lama dilakukan dalam rangka menuju Good Govemance
yang diharapkan oleh masyarakat. Gerbagsi kasus penyimpangan
keuangan vang mengarah pada findakan korups uniuk kepenlingan
individu maupun kelompoknya sendif seperi: kasus Artalyta dan dugaan
zuAp olehanggeta DPR R, kasus perpajakan yang dilakukan oleh Gayus
Tambunan yang membuat Kerugian negara sangat besar, kasus subsidi
EEM pada tahun 201 1 tercatat dan kuoia BEM bersubsidi yang disediakan
permerintan, hanya 14,47 persen vang sampai ke sasaran {masyarakat),
dan sekilar 85,53 perzen BBM subsidi diselewengkan (Ayyi Achmad
Hidayah Berisatu.com 19 Marel 2012) dan masih banyak kasus lain YaEng
SErupa yang menunjukkan kurang serivsnya penanganan pemerintsh
unluk menyelesaikan kasus tersebut. Suatu hal vang sangat ironis, pada
sigi lain lingkat kesejahteraan masyarakal masih bBelum sssugi dengan
kehidupan yang layak dan masih harus diparjuangkan agar mereka tidak
masuk dalam kondisi kemiskinan.

I3u yang berkembang dan menarik uniuk dicermati Berupa kemampuan
pemerintah dalam mengangani dan menyelesaikan kasus-kasus t=rebut



secara tuntas. dan ini merupakan tunlutan rakyat yang merupakan salah
zatu agenda reformasi dalam bidang pamenntahan. Kegagalan dalam
mengeniaskan kasus-kasus lersebut akan berakibat fatal yang berupa
mEenurunnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah yang sering disebut
dengan erosi kepercyaan teradap pemerintah. Erosi kepercayaan ind
akan nampak dalam tiga bentuk yang berupa: 1. Kemerosolan skonomi
rakyat. 2. Buruknya kinera pemimpin dan yang ke 3. Turmbubnya kompsi
vang sarmakin tinggi (Muhammad: 200%), Berkembangnya ketiga isU ini
menunjukkan adanya kurang profesionalnya dalam me nangani pereoalan-
perzoalan yang mucul di negara. Dalam menghadapi persoalan-persoakzn
tersebul, peran birokrasi sangat penting, oleh karena itu birokrasi harus
mampu mencmpatkan didnya ke dalam sistern politik yang mapan.
Fersoalan ini tidak akan terdepas dard kemampuan birokrasi untuk
mengarashkan pencapaian tujuan pembangunan suall negara dengan
efektif, mengingat bahwa hirokrasi merupakan wahana kelembagaan
vang menentukan efektivitas pembangunan nasional {Tiokrowinoto: 1996)
menuju terselenggaranya good govemance seperi yang diharapkan oleh
masyarakat luas.

Kajian Pustaka dan Pembahasan
Menciptakan Good Governance

Seperti yang diuraikan di atas, tidak lerselesainya masalah-masalah
yang muncul dalam  pamerimahan di Indonesia secars untas ini teretak
pada kemamplian birokrasi dalam mengambil tindakan secara tegas dan
hal inilah vang manjadi kelemahan birckrasi di Indonesia. Tuntulan yang
mendesak harus dilakukan adalah adarya perubahan sistern dan tatanan
dalam tubuh birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang sesua
dengan cita-cita hegara yaitu lerciptanya pemerintahan yang bersih dan
berwibawa. Dengan melihat fenomena-fenormana tersebut, sudah barang
tentu pemerintah melakukan reformasi dalam tubuh birokrasi pemerintah
menuju ke penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
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Menyelenggarakan fata pemerintahan yang baik merupakan tuntotan
utama bagi rakyat, dan mendesak untuk dilakukan demi perkembangan
negara di masa depan. Oleh karenanyua penyempurnaan di berbagai
unsur dilakukan agar terfadi petkambangan yang menyelurun untuk
memperoleh eiektivitas yvang tinggi. Penyelengoaraan tata pemerintahan
vang baik sering pula disebut dengan Good Govemance mempunyai ardi
vang sangat luas, sehingga penerspannya secard nngkas bisa diartikan
sebagai rambu uniuk menjalankan amanah secara jujur dan adil. Banyak
arang menjelaskan good governance bergantung pada konteksnya. Dalam
konteks pemberantasan korupsi, good governance serng diarlikan sebagai
pemerintahan yang bersih dar prakiek ¥ompsi (Danin: 2008). Muncualinya
penyelenggaradan pemerintahan yang baik di Indonesiam  dikarenakan
adanya kekecewaan dan masyarakat terhdap praktik dan perilaku birokrasi
yang menyimpang seperti tindangan KKM vang meraja lela dan merugikan
negara yang jumlahnya tidak sedikil. Reformas birckras: dikembangkan
mulai tahun 1993 dengan jatuhnya razim arde ban di bawah kepemimpinan
Soeharlo, namun saaf itu masin terbatas pada tuntutan pemberantzsan
KEMN wang berujuan untuk menciptakan pemeritahan yang bersih.
Dalam perkembangannya disrshkan pada  penyelengparaan pelayanan
publix yang dapat membedkan kepuasan masyarakai. Mamun dalam
realtanya hingga sekarang ini dapat dikatakan belum 100%: reformasi
vang menjadi tuntutan masyarakat ini dicapai. Kebtdak tercapainya
secara penuh ini disadari masih belum sepenuhnyva melakukan perhatian
terhadap perubahan budaya grganisasi yang mencklkung terlaksananya
penyelenggaraan  pemearintahan yang baik. Dalam konteks ini budaya
organisasi diarikan sebagai semua ciri yang menunjukkan kepribadian
suatu organisasi: keyakinan bersama. nila-nilae dan perilaku-perdaky yang
dianut oleh semua angyola organisasi, Kesalitan utama acdalah marubah
Budaya organisasi, karena sangat berkaitan dengan merubah peritaku
personal dan sistem nilai yang sudah menjadi kebiasaan sehari-harinya.

FPenyempumaasn dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan atau
bidang admimslrasi negara dilakukan dangan memberdayakan seluruh
komponen yang ada dalam organisasi sektor publik. Ada tiga hal yang



menjadi sasaran dalam PENYempumaan fata pemenniahan antara |ain
membangun teamwork, membeaniuk budaya organisasi dan Manajemsn
sumber daya manusia (Muhammad: 2009). Membangun leamwork
merupakan upaya membangun kerjasama antar bidang dalam rangka
mencapal tingkat efakiivitas dan efisiens; organisasi. Kebersamaan dalam
bekerja akan membantu penibahan CIUanisasi menuju panyempurnazn
sistern penyelenggaraan pemerintahan yang efekiif, hal ini rmenjadim
“okuatan bagi sebuah organisasi publik untuk. menciptakan organisasi
¥ang bersin dan schat, Budaya organisasi berkaitan dengan nilai-nilai,
kehidupan dan prinsip-prinsip ¥Ang menjadi dasar panulan dalam suaty
Kera maupun berperilaku dan suaty kegiatan kera. Budaya selaiy
berubah sesuzi dangan perkembangan jaman atau dinamiks kehidupan
masyarakat, sehingga dalam masyarakat sering dikenal adanya dua
sudaya, yailu budaya tradizional dan budaya modarn dalam bekerja.
Cirkhas dari budaya modern Berupa cara berpikir lebih pada manonjolkan
0gika daripada emosionalrya, make kelompak budaya modern ini
axan mudah untuk menedma perubahan dari juar karena lebih banyak
menggunakan rasionalnya. Budaya organisasi sangat berkaitan dengan
pembeniukan sistem organizasi yang menjadi panutan para anggota
| organisasi. Jika organisasi ingin memperoleh sfekivitas dalam mencapai
' fujuan organisasi, maka perlu menciptakan sistem kerja yang baik dan
ditaati oleh samua unsur organisasi. [su-isu yvang ada dalam manajamern
sumber daya mansuia terletak pada rekrulmen tenaga, Ppenempatan dan
pengembangan karir, serta kesejahteraan i2nzga Kerja. Kesalahan dalam
mealakukan rekrutmen akan mempangaruni elektivitas organisazi dalam
mEncapdl tujuan yang dikehendaki. Domikian pula Pengembangan tenaga
®21a yang tepat akan diperolsh tenagakerja yang memiliki kermarnpuan
¥ang tinggl dalam rnelaksanakan tupasnya atau memiliki profesionalias
¥ang tinggi.  Dengan demikian kemampuan sumber daya manusia Yarg
Snggi akan menentukan isrcapainya penyelnggardan pemeritnahan yang
baik.
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Profesionalisme

Salah salu upaya uniuk mencapal good governance terutama dalam
hal pemecahan problem-problem yang muncul di Indonesia dengan cara
meningkatkan profesionalisme kerja bagi aparat negara. Dengan demikian
persoalan mengenal profesionalisme aparat merupakan |su yang sangat
menarnk dibahas pada akhri-akhir im terulama dalam menyvelenggarakan
pemarintahan yang bersin dan berwibawa sesuzi dengan harapan
masyarakat Indonesia. Peningkatan profesicanalizme aparatur negara
tidak dapat lepas dari pembahasan konfigurssi di dalam  kerangka
memainkan peran penyclenggaraan pemerintahan. Hal ini disebabkan
karena profesicinalisme bukanlah merppakan sualu kualitaz yang bebas
nilal (valus free). Sosok protesionalizme pada suatu tempat dan waktu
tertentu akan berbeda darn sos0k profesionalisme pada waktu dan fempat
lain {Tjokrowinoto:1998). Profesionalisme dalam hal ini dimaksudkan
sebagal kemampuan dalam beradaptasi terbadap lingkungan yang
capat berubah dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengacu
kepada visi dan nilai-nilai orgamsasi. Istilah profesional in juga mencakup
kemampuan unitk marencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan
fungsinya secara efisien, inovatif, fleksibel dan mencapai ctoz kera vang
tinggi. Dalam kenteks in pula bahwa kemampuan aparalur |lebih diartikan
sebagal kemampuan untuk melihat masa depan dengan melihat peluang-
peluang yang dimiliki untuk dicapai, serta mengambil langkah strategis
yang akan ditempuh dengan mampertimbangkan kekuatan dan kelemahan
yang dimiliki. Tlieksibilitas untuk mengikuti perkembangan di luar organizasi
sangatiah perlu ditanamkan pada setiap individu daltam  onganisasi,
lerutama untuk membidik peluang vang akan dicapai dengan melinat
perkermbangan lingkungan aksternal organisasi publik saparti tunlulan
rakyat, perkembangan teknologi informasi dan sebagainys. Diharapkan
dengan tingkat profesionalisme aparat negara vang tingg akan mampu
mengemban amanzh untuk menciptakan pemerintaban yang  sesua
dengan keinginan masyarakat modem saat sekarang ini. Sebaliknhya jika
zrabaikannya unsut profesionalisme dalam renjalankan tugas dan fungsi
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grganisasi pemerintahan akan berdampak kepada menurunnya kualilas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Persoalan ini akan
maenambah berkurangnya tingkal kepercayaan masyarakai ferhadap
kinera aparat negara, Sehingga tidak mangherankan jika muncul tuntutan
masyarakat uniuk melakukan perubahan karena merasa lidak puas
lerhadap kinerja aparat khususnya dzlam menangani kasus-kasus yang
muncul dalam penyelenggaraan pemernniaban sepatti yang tertara dalam
pendahuiuan,

Cralam paradigma reformasiini peningkatan profesionaksme aparatur
galam menjalankan tugasnya selalu dikailkan dengan tujuan organisasi
publik. Untuk dapat mencapai wjuan ini, maka aparaiur ditunutut uniuk
memiliki kemampuzan melakuekan adaptasi dengan perkembangan serta
perubahan lingkungan luar arganisasi, termasuk di dalamnya perubaban
fenomeana sosial yang terjadi di lingkungan organisasi. Kemampuan uniuk
melakukan adaptasi dengan lingkungan luar, akan marubah pandangan
masyarakat ferhadap kinsrja aparatur negara, dan hal ini menjadi
dasar sebagai olok ukur keberhasilan aparatur negara meningkatkan
profesionalitas kerjanya. Kemampuan untuk mebhat peluang dan
keheranian mengambil langkah resiko ini menuret Muljarto Tjokrowinoto
{ 1996} disebut dengan enterprengurial profesionalism yang teroentuk oleh
sturkiur dan prosedur arganisasi yang memberi peluang kepada aparat
birakrasi untuk melakukan kreativitas dar inovasi bagi organisasinya calam
rangka mencapai tingkatproduktivitas kerja yang tinggi, Erat kaitannys
dengan kemampuan enierpreneural  profesionalism, aparatur negars
terutama yang menduduki posisi sebagai pimpinan yang selalu dihadapkan
pada persoalan pengambilan kebijzkan dituntat unluk memiliki kecetmatan
vang finggi dalam mempelajan penmasalaban-permasalahan yang muncul
dalam arganisasi. Ketepatan dalam mengambil langkah tarsebut hanslah
mengacu pada misi yang ingin dicapai, dizamping peraturan-peraturan
maupun petunjuk tekniz leinnya yang menjadi gcuan untuk bertindak.
Penvakit yang muncul dalam hal pengambilan kebijakan ini berupa
penyerahan keputusan sepenuhnya kepada orang lain tanpa melibat mish
yang ingin dicapai maupun peraturan legal yang masih berdaky maupun
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melakukan analisis alau pengkajian yang lebih dalam terhadap masukan-
masukan dari luar. Sering terjadi pula keputusan yang diambil sangal leoritis
dan mengambang, sehingga sulit uniuk diterapkan alau dilaksanakan
oleh staf lainnya atau bahkan sarma sekali idak dapai dilakukan. Bontuk
pengambilan seperli ini merupakan zalah satu bentuk patologi vang ada
dalam birokrasi dan yang selal menghambat perkembangan organisasi,

Dalam era reforrnasi kemampuan untuk mengambil langkah tindakan
vang tcgas terhadap penyimpangan yang dilakukan cleh para aparat
negara sangat dibuluhkan dalam rangka mentadakan penyakit yang ada
dalam kekirokrasian terptama berups Korupsi, Kolusi dan Mepolismse yvang
lerjadi meraja lela di bumi Indonesia. lronisnya kasus-kasus yang terjadi
beherapa wakiu lalubaru diketemukan saat sekarang, sepert ditemikannya
penjara yang direhab sepel holel, kasus suap yang terjadi di kalangan
penegak nukurm maupun di Lembaga Pemasyarakaian dalam kasus orang
vang dipenjara sangat bebas berkeliaran kermana-mana bhahkan mendapat
fasilitas khusus untuk menikmati udara di lwar penjara. Ponyelezaian
ternadap kasus-kasus korupsi sering lidak jelas dan mengambang, bahkan
beborapa kasus tidak dikelahui keputusan akhimya, sehingga menunjukkan
kesan bahwa penyelesaian kasus kurang profesional.

Membangun budaya kerja yang profesional

Tercapainya reformasi irokrasi dilentukan pula aleh budaya kerja yang
dianut oleh suatu negara. Jika budaya karja menyanghkut perlaku manusia.
maka sudah barang ieniu vang menjadi dasar dari pembangunzin budaya
kerja ini merubah gaya dan perlaku manusia yang tradisional diarahkan
ke perlaku modern yang lebih mengulamakan kemampuan adaptasinya
terhadap perkembangan jaman pada akhir-akhir ini. Disadari atau tidak,
bahwa birokrasi di Indenasia masih torpengaruh teori Kasik dengan gaya
feodalismenya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang muncul di kalangan
pamafiniahan. Sehingga wajar bila pelaksanaan reformasi menimbulkan
akibat berupa shock cultural dari kalangan birokrat yang dissbabkan oleh
belum siapnya mensatima porubshan sistemn birokrasi akibal dan adanya
reformasi yang menjadi iuntulan masyarakat.



Kajian teoritik yang periu dibahas berupa penyebab mengapa
parubahan perilaku di kalangan birokrat sulit dilakukan antara lain: pertama,
adanys pengaruh warisan penginggalan tradisi masa lalu, baik sisiem
tendalisme maupun sikap individu yang mementingkan dirinya sendir atau
kelompoknya. Sikap seperti ini nampak berupa kurangnya loyalitas individu
terhacdap lembaganya terutama dalam hal malakukan fugasnya sebagai
aparat negara kurang disadarn dengan baik, justeru lebih mengutamakan
pada sikap egoisme pribadi. Sshingga tidak menghetankan jika muncul
penyimpangan-penyimpangan dalarm melaksanakan tugasnya sebagai
aparat negara. Kedua, Menialitas aparat yang kurang terbuka terhadap
situasi yang ada pada masa sekarang ini berupa tuntulan rakyat akan
meningkatnya kesejahieraan rakyzt Kekurang terbokaan ini nampak
dalam menerima kritik atau saran yang disampaikan oleh rakyat kurang ada
langgapan secara jelas. Kadangkala tanggapan dari rakyat atas kebijakan
yvang ditempuh oleh pamerintah masih @ampak mementngkan pihak
tertentu, tanpa mempertimbangkan pada kepegnlingan urmum. Sebagai
ilustrasi untuk kurang terbukanya sivap aparat pamarintah barupa kebijakan
untuk pembatasan Bahan Bakar Minyak {BEM) dengan cara menaikkan
harga BEM yang dilakukan pada bulan april 2012 sangat berdampak
pada kenaikan harga kebuiuhan pokok sehan-han menimbutkan gejolak
vang sangat tingge di kakangan masyarakat. Meskipun pada akhirnyz
pemernntah menunda kenaikan BB malalui pembahasan dalam sidang
di Dewan Perwakilan Bakyat, namun nampak bahwsa hal i dilakukan
dengan perjuangan rakyat yang sangzt tingge melalui demonsirasi yang
terkadang berdampak pada pengrusakan barang maupun dan ujung-
ujungnya mengarah pada kerugian negara yang cukupfinggi. Pengambilan
kebijakan yang kurang memperhatikan kepentingan dan kondisimasyarakat
ini sering dilakukan sefiap tahunnya, dapai dikalakan tefqadi pengulangan
kebijakan yang pemah dilzakukan pada masa lall, meskipun mengalami
kegagalan pada waklu i, Ketiga, masih dimilikinya sikap birokrat yang
terlalu taal lerhadap peraturan secara lugas. Pada sabu sisi memang diraza
rmenguntungkan karena akan menjalankan prinsip administrasi yang tertib,
namun pada sisi lain menjadi baty sandungan terhadap perkembangan
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birokrasi ilu sendir. Oleh karena terlalu lugasnya dalam melaksanakan
aturan vang ada realitanya sulil menghadapi perubahan vang teradi di luar
terutarna yang dizsebabkan aleh adanya perkembangan teknologi informasi
dan ilmu pengetahuan yang pesat. Ketetikatan pada peraturan dalam
menjalankan lugasnya secara formal yang mareka biat, akan membuat
kekakuan atau kurang fleksibel untuk mengikuti panibahan vang terjadi di
luar organisasi. Sebagai dampak vang dirasakan adanya sistem birokrasi
yang sangat teriutup dan kurang sanggap ternadap perubahan situasi yang
akan berdampak pada ketinggalan perkembangan jaman. Keempat, akibat
dari adanya peraluran yang ketal di kalangan pelayanan publik pada satu
sisi tefadi ketaraturan penyelnggaraan pelayanan publik.ietapi pada sisi
lain akan memungkinan terjadinya penyimpangan yang berbentuk kolusi
alaupun nepotisme dalam penyelanggaraan pemernntahan. Dampak ini
Akan menpadi beban berat bagi birokrasi untuk melakukan penanggulangan
atau mencagah tefjadinga kasus KEMNini. Tindakan penyimpanganinidiraza
sudah merajalela baik di kalangan tingkal pusal maupun tingkat daerah
dengan kasus berkadar ringan maupjn barat. Semuanya ini terjadi karena
penvelengoaraan pemerinfahan kurang memperhatikan prolesionalisasi
tigas sebagan aparal negdra. Keengganan pimpinan untuk melakukan
tindakan pengawasan sacarn inensi, akan mengakibatksn terjadinya
penyimpangan yang sulit diatasi, sehingga terjadi katidak efisienan dalam
penyvelenggaraan kegiatan pemeintzhan dan kurang sehatnya organisasi
dalam mengoparasikan kegiatannya. Jika halinidibiarkan saja akan menjad
besar dan menjadi budaya fidak sehat, akan berakibat pads kerugian bagi
pemerintah yang tidsk dapat dipemanggungjawabkan.

Upaya penyempurnaan penyelenggaraan pernerintahan diharapkan
pada sistern kerja yang mengahasilkan kinera vang tinggi dengan
mengembangkan seoptimal mungkin sumber daya manusia yang ada.
FPelaksanaan sistcm spesialisasi  tugas dibeluhkan dalam mencapai
tingkal profesionalisme kefa. Demikian pula metode dan sistemn kerja
perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan situasi
yang scmakin  berkembang dan  memungkinan  tercepainyz  good
governance dengan meninggalkan sistern kerja lama yang sudah tidak



sogUAl perkembangan situasi saat sekarang ini. Profesioanlisme kerja
vang dituntut pads tingkat akar berupa empowering profesionalism yang
idak berbeniuk konvensionazl yang lebih menenkankan pada pemberi
pelayanan saE, melainkan lebih memerankan sebagai fasilitator afaw
meningkatkan kemampuan masyarakat unnik tumbuh berkembang sesual
dengan kekuatan diri sendin {Tjokrownota: 1996). Profasionalisme yang
demikian ini diperlukan dzalam menyelesaikanm kasus-kasus yang muncul
penyelenggaraan kegialan pemerintahan yang berumpu pada kekuatan
aendin (self-raliant development).

Berikut ini akan penulis bahas beberapa pemikiran sederhana ecbagai
solusi uniuk meningkatkan good governance di era reformasi ini sebagai
berikut;

Pertama, untuk mencapai ke arah profesionalisme kerja birokrasi
dibutuhkan adanya keterbukaan pads birokrat scbagai aparat negara
yang memben pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat.
keterbukaan vang dimaksud adalah adanya sikap vang terbuka menenma
kritk maupun menstima perubaban dalam rangka perbaikan metods
kera maupun keterbukaan dalam mengambil kebijakan yang ditemnpui.
Keterbukaan scperti ini akan membaniu perkembangan dalam tubuh
birokrasi sesual dengan misi maupun lWjuan yang mgim dicapai.

Fedua, adanya kesediman bagi para birokrat untuk melibatkan
lembaga-lembaga lain atdu lermbaga swasta uniuk mombantu sebagian
igas dari pelayanan publik terutama lembaga yang profesional dalam
tugasnya. Monopoli aktivitas pelayanan publik lidak akan menceminkan
efektivitas kerja birokrasi, melainkan akan mematikan perkembangan
birpkrasi pemerintah. Demikian pula sektor pengawasan terhadap
kinatja birokrasi, masyarakat diperbolenkan untuk memberikan penilaian
terhadap hasil yang dicapai oleh birokrat. Dengan cara seperti ini maka
akan membaniv mengadakan perubahan Kinerja aparat agar bekerja lebih
berhati-hali lerhadap tigas vang dijalankan maupun terhadap panggunaan
aset negara. Sebagai contoh masih ada bebsrapa pejabat mengaunakan
mobil dinas untuk kepentingan pribadi alau keluarga dengan hiaya kantor.
Jika masyarakal diperolehkan ikt melakukan pengawasan terhadap hal
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ini, maka paling tidak zkan mengurangi rasa sungkan pejabat tersebut

untuk memaniaatkan mobil dinas selain dipergunakan untuk kepentingan

dinas.

Ketiga, bersedianya malakukan perubahan pola kerja yaNg mengarah
pada sikap enterpreneurship atau jiwa kewirausahaan dalam mengelola
kegiatan pemennlzhannya. Pola pikir kewirausahan ini lebih menekankan
cfisicnsi karja dan efekiivilas kerja dalam menjalankan tugasnya, sehingga
dapat dicapai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik. Dalam
koneks ini David Osbome dan Tead Gasbler (1998} memerinci birokrasi
yang mengarah pada jiwa kewirausahaan menjadi 11 point yang harus
dijalankan oleh birckrat menuju pelayanan publik yang baik vang antara
igin:

1. Pemerintah yang katalis lebih cenderung memberika pengarahan
tdari pada mengayuh. Dalam hal ini pemerintah diharapkan berindak
sebagai fasilitator sebagai implentator tunggal di negara. Tugas
pemenntah lebih pada membetikan araban. dan bukan sekedar
menjadi pengayuh perahu atau saebagai pelaksana pekerjaan =aja.

2. Pemerinlah adalah milik masyarakat dengan menitik beratkan pada
membearikan wewenany darpada melayani. Dalam hal ini birokrasi
harus berant menanamkan kepercavasn kepada masyarakat bahwa
birokral merupakan abdi negara yang bertugas memberikan pelavanan
yang haik. Salah satu bentuk yang dilakukan oleh birokrasi adalah
memberikan fasilitas unluk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Disinilah tercipta adanya ketemihakan birokrasi kepada masyarakal,
sehingga dapat dikatakan labih meningkalkan partisipasi masyarakat
tdalam memecahkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat.

3. Pemerintah yang kompelitf dan bersediz menyuntikkan persaingan
ke dalzm pemberian pelavanan. Upaya ini dimaksudkan unluk
memberikan pancingan kopada masyarakal unfuk melakukan tugas
palayanannya dengan sbaik mungkin. Pamarniah yang kompedfitif
diharapkan mampu memberkan hasil kinerjs yang finggi dan kualilas
pelayanan yvang baik.
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Pemerintah yang digerakkan oleh misi yang mendasarkan pula pada
peraturan yvang fegal dan menjadi acuan dalam melaksanakan fupgas
kebirokrasian. Pemearintah dalam melaksanakan tugas mendasarkan
pada misi yang telah ditetapkan dalam haluan organizazi zecara
transparansi. Maksudnya bahwa pemernntah secara terbuka maksud
dan tujudan veng hendak dicapai organisasi sesuai dengan misi
OrgANESAS,

Femerintah selalu berorentaasi kepada hasil, dalam ari kKinera
pemerintah selalu berorientasi pada hasil yeng dicapai. Upaya wvang
dilakukan oleh pemenntah selaly berusaha melakukan pengukuran
hagil pekerjaan yang felah dicapai dengan berupaya mengetahui
segala faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan yang
dicapai oleh pemenntah.

Femeriniah berorientasi kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan
pelanggan, bukan memenuhi kepantingan birokrasi il sendiri. Arah dari
pemikiran ini lebih monekankan bahwa pemearnniah selalu beronentasi
kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat yang dilayani, sehingga
bentuk pelayanan yang diberikan selalu dikaitkan dengan kebutuhan
masyarakat selaku pengguna jasa dan bukan sekedar ditentukan dar
atas atau pemerintan.

Femerintahan wirausaha yang berorentasi pada upaya menghasilkan
darpadamembelanjakan.Maknayanglerkadungdalamiulisaniniadalah
adanya perubahan budaya kerja yang mengarah pada kemampuan
untuk meancapai hasil, dengan menumbuhkan semangat wirausaha
bagi setiap pengelola atau pejabat negara dalam menyelanggarakan
kegiatan pemenniaban, Konsep ini sangat cocok dilsrapkan pada
sislem otonomi dastah, karena dalam sistem ini Pemerintah Dasrah
dituntul  wuniuk  dapai  menyelenggarkan mmahtangganya  sendir
dengan mengjembangkan =cgdla kemampuan dan potenasi daerah
yvang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemernintahan di
daerah.

Pemerniah antisipaltit yang menckankan pada mcncegah daripada
mangobati. Maksudnya bahwapemerintsh melakukanrencana kegiatan
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yang mapan dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya hal-
hal yang menyimpang. Arah tindakan ini pada aklivitas pencegahan
dtau preventif dangan melakukan aktivitas koordinasi ke semua bidang
tlengan baik untuk menghindari kegagalan dikemudian hari.
Pemerintahan yang mengutamakan desentralisasi dari hirarkhi menyju
pada membangkilkan pariisipasi masyarakal, Untuk dapat mencapai
desentrazilasui ini, pemernlah berupaya maningkatkan kemampuan
manajerial untuk  menjalankan tugasnya seria  mengembangkan
loyalitas yang lingol unfuk mengambangkan lembaganya. Tolok
ukur dan kebarhasilan ini dilibat dan kemampuan mengagali dan
mengembangkan pofensi aparal untuk bekera mencapai hasil yang
telah ditetapkan.

Femerinleshan yang berorentasi kepeda pasar dan  mampu
mendongkrak perubaban melalui pasar. Dalam bal ini pemerintah
harus mempunyai kebaranian unluk mengubah sistem penyusunan
program pembangunan yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat,
melakukan restruklurisasi pembangunan ekonomi dengan  febib
memberi kesempatan sektor swasta untuk mengisi ketimpangan
ekonomi dan mendorong terciptanya pasar publik yvang berkembang.
Merangkum scluruh  konsep vang ads secara cermal  dalam
upaya mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi birokrat untuk
mengambangkan lembaganya.

keempat, Perlu dicipfakan suasana kera vang teratur dan tertata

rapi dengan melakukan terib administrasi oi kalangan pemarnintahan agar
dapat dicapai tingkal fisiensi dan efektivitas ketja pemerintah yang tinggi.
Untuk mencapai tujuan ini perly diciptakan adzanya aparal yang bersih dan
berwibaws agar memparleh kepercaysan masyarakat,  Meningkatkan
budaya tertib, bersin dan barwibawa ini akan mampu menciptakan goog
govaernahcs 5esudl dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Cleh karena

it

kegiatan rekrutman untuk mengisi formasi pimpinan hars dilskukan

secara kompetitif dengan memperhalikan profesionalisme kerja yang
berupa kemampuan untuk memimpin serla mengembangkan gagasan
untuk mencapai perkembangan organisasi.



Kelima, Pedu diciptakan suana keterbukaan untuk menerima aspirasi,
krilik clan saran dar masyarakat untuk menjalin keharmonisan hubungan
antara pemerintzh dengan masyarakal, Keserasian hubungan antara
pemerintah dengan masyarakal (meskipun gagasan ini terlalu ideal)
akan mengunitungkan bagi pemerintah uniuk membangun terwujudnys
penyelenggaraan pemearintahan yang ideal. Pengawasan terhadap
penyelenggaraan kegiatan pemerinfahan dapal dilkukan oleh lembaga
swasta yang independen uniuk melakukan pemantavan dan penilaian
terhadap kinena bivokrasi, akan sangat membantu pemerinlab dalam
menciptakan lata pemenniahan yahg baik.

Kasimpulan

Dengan mendasarkan pade wraian O aias dapat diardk benang
merzhnya, bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan
menghadapt tantangan yang cukup berat. Wud dari tantangan lersebut
berupa findakan penyimpangan dalam benluk Borupsi, Kolusi dan
Mepotisme yang merebak di jsjsran lemaga pemerintaban baik di tingkat
puUsal mavpun di daerah, Kondisi semacam ini jika tidak dapat diatasi
dengan baik dapat menimbulkan most  kurang adanya kepercayaan
masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Untuk
mengatasi persoalan tersebut, maka paru adanya perubahan-perubahan
dalam rangka melakukan penyempurnaan tata pemnerintaban yang meniju
pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good govemnancea.
Perubahan-perubahan inilah yang dikenal dengan upaya melakuken
gerakan reformasi dalam wbuh birokrasi. Bantuk reformasi lebin diarahkan
pada peningkaian profesionalisma kerja untuk mencapai ingkal kinerja
pemerintzh yang linggi. Untuk memperoleh kinerja yvang tinggi dipariukan
adanya lransparansi penyelengoardan kegiatan  pemerintaban tentang
raksud dan tujuan diadakannya langkah kebijakan, zgar dapat dipahami
oleh masyarakal dan tidak menimbulkzn perseps negalit di kalangan
masyarakal.

Peningkatan profesionalisme kerja hagiaparat nogara dilakukan dengan
mangadakan perubahan budaya kerja dan peningkatan kemampuan aparat
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dalam melakeanakan tugasnya sebagai aparalur negara. Perubahan
budaya yang dimaksud adalah perubahan perilaku dan pola pikir dari
aparatur negara yang lebih terbuka untuk menerima perabahan yang
terjadi di luar organisasi. Demikian pula dilakukan perubahan pola kerja
vang mengarah pada gerakan efisiensi dan efeklivitas kerja yang pada
akhirnya dapat meningkatkan hasil ketja vang linggi dan memiliki dedikasi
dan loyalitas kepada negara yang tinggi pula. Pemibahan budaya kerja
seperti ini yang mengarah peningkalan prolesionalisme kerja ini diharapkan
dapat tercapainya panyelenggarasn pemefinlahan yang mengarah kepada
good govemancs bagi pemerintah Indonasia.
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